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Pertama sekali, saya mengucapkan terima kasih pada hadirin yang
telah menghadiri acara ini yang merupakan akuntabilitas keilmuan saya
sebagai seorang sosiolog  dengan kekhususan Sosiologi Politik dalam
menganalisis dan memberi masukan bagi transformasi masyarakat, khususnya
Indonesia. Dalam perjalanannya saya sebagai sosiolog saya melihat bahwa
perkembangan Sosiologi Indonesia—maupun di negara lain—telah menyum
bang berbagai konsep, teori dan model untuk menganalisis dinamika
masyarakat. Namun masih terdapat satu topik yang memerlukan perhatian
yang lebih besar yakni masalah keadilan sosial yang sangat kompleks dan
sekaligus mempunyai bobot normatif yang tinggi. Masalah keadilan sosial ini
seringkali dilihat dalam konteks struktur masyarakat vertikal yang sering
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menjadi fokus dari sosiologi dan melibatkan kelas sosial yang berada di
lapisan atas, tengah dan bawah.! Selain itu keadilan juga dilihat pada institusi
dasar masyarakat—politik, hukum, ekonomi, budaya--yang mengalokasikan
hak, kesempatan dan sumberdaya.? Secara ringkas keadilan sosial berkaitan
dengan redistribusi * dan akses bagi kelas sosial di lapisan bawah ke aset
politik, ekonomi, dan sosial.

Namun struktur vertikal ini menjadi lebih kompleks dengan adanya
sturktur keadilan horizontal yang mencakup agama, sukubangsa, jender yang
berkaitan dengan akses untuk ekspresi simbol dan nilai. Demikian juga
terdapat struktur regional pusat-daerah dan antar daerah dalam hal
keseimbangan antara sentralisasi dan otonomi. Dinamika antar struktur
vertikal, horizontal dan regional ini masih belum dikembangkan secara
komprehensif.* Selain itu dinamika sosial yang telah dijelaskan oleh berbagai
studi masih memerlukan perspektif yang memberikan solusi dan rekomendasi
yang memfokuskan pada transformasi sosial agar stratifikasi masyarakat lebih
terbuka. Rekomendasi seperti ini perlu lebih dikembangkan karena keter-
bukaan stratifikasi sosial ini akan meningkatkan mobilitas vertikal yang dapat
mendukung keadilan sosial. Masyarakat yang menjadi lebih demokratis
dengan partisipasi politik yang tinggi dan kehidupan yang lebih baik secara
ekonomi masih belum lengkap jika tidak disertai dengan adanya mobilitas
vertikal. Masyarakat ini masih merupakan masyarakat “semi-kasta” dan
belum adil. Hal ini menjadi sangat relevan untuk Indonesia yang secara
eksplisit telah mencantumkan keadilan sosial sebagai sila kelima dalam
ideologi Pancasila. Dalam pidato pengukuhan ini saya akan membahas
bagaimana kaitan antara struktur masyarakat dengan keadilan sosial disertai
solusi dengan Perspektif Sosiologi Transformatif.

Realitas Ketidakadilan Sosial

Masalah mendasar yakni keadilan sosial yang telah dibahas oleh
Aristotle yang mengkaitkannya dengan struktur masyarakat. Perdebatan
mengenai hal ini masih berlangsung sampai kini—dan juga masa depan—
dimana berbagai pemikiran dan disiplin ilmu mencoba untuk
mengembangkannya sesuai dengan realitas keragaman dan sejarah
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masyarakat masing masing. Pemikiran mengenai hal ini diperkaya juga dengan
pemikiran agama yang melihat keadilan sosial sebagai salah satu hal yang
penting. Pertanyaan seperti “Masyarakat seperti apakah yang dianggap adil?”
telah menghasilkan beragam jawaban yang berbeda bahkan bertentangan.
Berikut ini akan dibahas bagaimana kompleksitas keadilan sosial dalam
masyarakat Indonesia dan terlihat bahwa berbagai makna dan rasa
ketidakadilan telah menghasilkan konflik sosial.

Realitas keadilan sosial mengalami evolusi dimana persepsi dan rasa
keadilan masyarakat berubah dengan kesadaran baru yang seringkali
dikonstruksi oleh para agen pembaharu sosial yang terdiri dari pemikir sosial
dan para nabi. Demikian pula rasa keadilan ini diukur dengan indikator-
indeks keadilan sosial yang juga berevolusi sehingga menjadi lebih tajam
dalam melihat gejala tersebut. Ketidakadilan sosial secara vertikal yang
terkenal adalah kasta dimana terjadi eksklusi dan eksploitasi kasta yang
berada di paling bawah. Ketidakadilan sosial ini terjadi secara meluas dalam
masyarakat dan dapat ditandai dari pola pemukiman dan pekerjaan namun
kesadaran masyarakat seringkali mengabaikan dan menganggap hal tersebut
sebagai kondisi yang biasa dan dapat diterima. Kesadaran umum tersebut
merupakan hal yang normal dan menghegemoni sebagian besar masyarakat
ini disebut sebagai doxa dimana ada yang mempertahankannya (orthodoxa)
atau menentangnya (heterodoxa).® Sebagai contoh, perbudakan di Yunani
pada saat itu dianggap normal dan dilakukan juga oleh orang bijak. Berkaitan
dengan hal ini maka ilmu pengetahuan dan agama mempunyai potensi untuk
merekonstruksi pola pikir (software) masyarakat. Dalam hal ini perlu untuk
lebih  mempertajam analisis dan solusi gejala ketidakadilan dengan
mengembangkan konsep, indikator-indeks dan kebijakan.

Mekanisme ketidakadilan Sosial

Mekanisme ketidakadilan sosial telah dijelaskan sebagai akibat dari
adanya evolusi dan differensiasi masyarakat, pembagian kerja dan
ketimpangan dalam kepemilikan pribadi.® Ketidakadilan di Indonesia telah
terjadi pada jaman sebelum Indonesia yakni kerajaan kerajaan di Nusantara
dimana aspek keadilan sosial tidak menjadi perhatian bahkan diabaikan oleh
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pihak yang berkuasa yang merupakan monarki absolut. Stratifikasi yang
terbentuk piramid bersifat tertutup yang didasarkan kekuasaan politik
disertai ekonomi Sejalan dengan era tersebut peran dari agama dunia seperti
Buddha, Hindu, Kristen dan Islam telah memperkaya pandangan masyarakat
mengenai masalah duniawi dan supranatural.” Dalam setiap agama tersebut
telah muncul berbagai format keadilan sosial selain sistem kenegaraan dan
ekonomi. Pada era kolonialisme—terutama Belanda—mulai tiba pemikiran
format baru bentuk negara dan masyarakat serta keadilan sosial yang bersifat
sekuler seperti republik, nasionalisme, komunisme, demokrasi, dan konstitusi.
Namun di jaman kolonialisme Belanda berkembang mekanisme baru yang
menghasilkan ketidakadilan sosial baru seperti tanam paksa, tanah partikelir
serta perbudakan untuk mendukung kapitalisme. Ketidakadilan ini terlihat
jelas dengan adanya stratifikasi sosial berbasis ras yang mirip kasta dengan
orang Belanda/Eropa berada paling atas dan dibawahnya terdapat Timur
Asing (Cina, Arab) dan pribumi di lapis terbawah.®

Upaya untuk menganalisis dan memberi solusi bagi masyarakat yang
dicitakan dan keadilan sosial tidak dapat mengabaikan dimensi vertikal,
horizontal, dan regional. Suatu analisis yang mencoba mengintegrasikan
ketiganya telah dilakukan oleh Soekarno dalam Nasionalisme, Islamisme, dan
Marxisme (1926).° Soekarno mensinergikan Nasionalisme yang mencakup
kesatuan Indonesia dengan Islamisme yang merupakan dimensi horizontal
serta Marxisme yang menekankan dimensi vertikal untuk melawan
kolonialisme Belanda. Setelah kemerdekaan Indonesia, ketiga dimensi
tersebut mempunyai format untuk membangun masyarakat termasuk
meningkatkan keadilan sosial. Kelompok yang menekankan dimensi regional
mencoba mencari keseimbangan perlunya membangun pusat yang kuat
setelah adanya pendirian negara bagian. Kelompok horizontal membutuhkan
ruang untuk ekspresi nilai dan simbol seperti yang dialami oleh Nahdlatul
Ulama dan Muhammadiyah maupun kelompok DI/TIl. Demikian pula
kelompok vertikal ~ dengan PKI menekankan perubahan sosial yang
revolusioner. Keadaan saat itu menunjukkan bahwa keadilan verikal tidaklah
mudah dicapai pada masyarakat yang kompleks seperti yang terjadi pada
beberapa negara. Sebagai contoh, India mengalami perpecahan karena faktor
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horizontal yakni agama dan selanjutnya Pakistan juga mengalami perpecahan
karena faktor etnik dan geografi. Demikian pula Amerika Serikat mengalami
perang saudara yang hebat antara pihak utara dan selatan. Selain itu
perpecahan Uni Soviet menunjukkan bahwa faktor regional atau negara
bagian serta faktor eksternal yakni perang dingin telah membuat negaranya
runtuh.

Dalam perjalanan sejarah dinamika kelompok di ketiga dimensi
tersebut menghasilkan konflik yang didasarkan pada konsepsi mereka masing
masing mengenai bentuk negara dan masyarakat yang dicita citakan untuk
mengisi kemerdekaan. Menjelang kemerdekaan Soekarno dengan Pancasila
mencoba untuk mendamaikan dan menyeimbangkan dimensi vertikal dengan
regional dan horizontal yang mulai mengalami ketegangan dan konflik. Pada
dimensi regional terjadi protes dan perlawanan dari PRRI dengan pusat di
Sumatera Barat yang membentuk suatu pemerintah tandingan seperti juga
dengan Permesta di Sulawesi Utara. Pada dimensi vertikal terdapat upaya
Muso untuk mendirikan Negara Soviet Indonesia dan dimensi horizontal
terjadi konflik DI/TIl di Jawa Barat yang diikuti oleh Aceh dan Kalimantan
Selatan. Upaya untuk mengadakan sistem keadilan sosial menjadi sulit pada
awal kemerdekaan karena perbedaan mengenai format negara atau kebijakan
pemerintah Indonesia. Perubahan dari pemerintah kolonial ke negara baru
yaitu Republik Indonesia telah menghasilkan Integrative Revolution dimana
berbagai golongan dalam masyarakat berusaha mengkonsolidasikan
kekuasaan sehingga menghasilkan konflik.2

Menjelang tahun 1965 terdapat upaya radikal yang membangun
situasi yang revolusioner oleh PKI. Strategi PKI tidak hanya meningkatkan
mobilitas vertikal di strata bawah yakni buruh dan petani melainkan
mengubah statifikasi masyarakat dan bentuk negara. Strategi konfliktual PKI
berskala nasional menghasilkan polarisasi antara PKI dan Non-PKI, antar
kelas, misalnya penggarap, buruh tani dengan petani pemilik serta buruh
pabrik dengan pemilik pabrik. Upaya PKI memonopoli kekuasaan ini gagal dan
terjadilah konflik yang menghancurkan PKI. Saat itu sebenarnya Soekarno
mencoba untuk menjaga keseimbangan dengan format Nasakom namun
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gagal karena resistensi non PKI terhadap PKI yang mencoba memonopoli
kekuasaan di ketiga dimensi tersebut.

Keberadaan partai komunis berupaya untuk menguasai dan
memonopoli kekuasaan sesuai dengan teori Lenin mengenai revolusi. Data
menunjukkan bahwa pada tahun 1918 sampai 1987 partai komunis
melakukan kudeta di 75 negara, negara bagian, pulau dan kota dimana
berhasl di 28 negara.'* Namun upaya revolusioner ini tidak semuanya berhasil
dan faktor pendukungnya adalah: pertama, apakah ada dukungan eksternal
(teori domino) seperti kasus Uni Soviet di Eropa Timur dan RRC di kawasan
Asia Timur (Korea Utara, Vietnam; Kamboja, Laos). Kedua, apakah ada basis
sosial non komunis yang kuat seperti kelompok agama (Katolik, Islam); dan
ketiga, peran pemimpin yang mendukung partai komunis.**

Transformasi menuju Keadilan Sosial

Selain kompleksitas dimensi vertikal, horizontal dan regional, maka
institusi politik, ekonomi dan sosial juga mengalami tuntutan setelah
kemerdekaan. Pada negara Eropa yang telah maju tuntutan hak hukum,
politik dan sosio-ekonomi telah dicicil selama ratusan tahun dengan beragam
sumber daya termasuk perbudakan dan kolonialisme. Pada awalnya
pembangunan ekonomi telah berjalan tanpa demokrasi dan pelayanan publik
oleh negara kesejahteraan.

Ketidakadilan telah menghasilkan - mekanisme untuk mencapai
keadilan dan terdapat dua pola besar untuk melakukan inklusi yakni model
kelas sosial di (bekas) negara2 komunis dengan pendekatan revolusi dan
model inklusi Kewarganegaraan (Citizenship) secara evolusioner dengan
negara kesejahteraan. Model inklusi kewarganegaraan yang dilakukan oleh
negara Eropa seperi Jerman, Inggris, ini dianggap merupakan strategi untuk
mengatasi pengaruh model kelas sosial dan komunisme.** Dalam model
negara komunis, inklusi golongan di lapisan bawah seperti petani dan buruh
dilakukan melalui partai komunis yang memonopoli kekuasaan setelah
terjadinya revolusi sosial. Redistribusi dilakukan disemua institusi politik,
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ekonomi dan sosial. Partai komunis menekan kebebasan berpolitik dan
ekspresi identitas kelompok namun memberikan jaminan sosial dalam
kesehatan, pendidikan, perumahan, dan transportasi. Namun sistem ini mulai
runtuh sejak 1989 kecuali di beberapa negara yakni Tiongkok, Vietnam, Laos,
Kamboja, Korea Utara dan Cuba. Kecuali Korea Utara negara yang lainnya
telah membuka diri sistem ekonominya. Sementara itu model inklusi
warganegara dilakukan secara bertahap yakni pengakuan hak hak hukum
pada abad 18, politik pada abad 19 dan sosial ekonomi pada abad 20. Inklusi
hukum dilaksanakan dengan diberikannya hak hukum, sementara inklusi
politik ditandai dengan pemberian hak politik seperti dalam pemilu, dan hak
sosial ekonomi ini dilakukan melalui negara kesejahteraan.

Dalam kasus Indonesia, model inklusi untuk memberikan akses dan
redistribusi pada kelas sosial di lapisan bawah telah dilakukan oleh berbagai
pihak dengan beragam format seperti Sosialisme Islam, Komunisme,
Sosialisme, Marhaenisme, Murbaisme, ~dan  Pancasila. Menjelang
kemerdekaan Soekarno mengusulkan Pancasila untuk menginklusi semua
pihak yang berada di struktur vertikal, horizontal dan regional melalui sila
ketiga yakni Persatuan Indonesia. Sementara itu sila keempat dan kelima
menunjukkan adanya proses inklusi vertikal agar Indonesia semakin
demokratis dan adil. Sejak kemerdekaan, Pancasila dan sila kelima atau
Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia telah dicoba diterapkan dengan
berbagai cara. Penguasaan aset negara bekas Belanda dilakukan oleh
perusahaan negara dan upaya pelayanan publik telah dimulai walaupun
mendapat hambatan karena adanya ketidakstabilan politik ysng disebabkan
oleh jatuh bangunnya parlemen.

Pada era Suharto terdapat model Trilogi Pembangunan yang
mengintergasikan Stabilitas Politik, Pertumbuhan dan Pemerataan. Selain itu
terdapat pula 8 Jalur Pemerataan (Kebutuhan Pokok, Pendidikan dan
Pelayanan Kesehatan, Pembagian Pendapatan, Kesempatan Kerja, Berusaha,
Berpartsipasi dalam Pembangunan, Penyebaran Pembangunan, Keadilan).
Kebijakan ini meningkatkan akses pelayanan sosial dan ekonomi. Sejak era
reformasi pelayanan sosial meningkat dengan adanya BPJS namun keadilan

sosial yakni redistribusi aset ekonomi pada warga masih belum signifikan.
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Walaupun demikian akses ke politik menjadi lebih terbuka baik di pusat
maupun daerah dan politik pada dimensi horizontal lebih memberi ruang
untuk ekspresi nilai dan simbol.

Mobilitas dan Inklusi Sosial

Pada saat ini masalah mobilitas vertikal dan inklusi simbol dari warga
di lapisan bawah masih belum signifikan. Demikian juga kebijakan dan
program mobilitas vertikal masih sangat terbatas. Pada struktur vertikal
masyarakat Indonesia terlihat bahwa bentuknya masih seperti piramid
dimana sekitar 60%-70% berada dilapisan bawah:

Tabel 1: Persentase Penduduk menurut Golongan Rumah Tangga®

No GOLONGAN JUMLAH PENDUDUK (%)
RUMAH TANGGA
; 1975 2005
1 | Buruh tani T 1 3.5
2 | Petani Gurem (< 0.5 ha) 2752 .7
3 | Pengusaha Pertanian (0.5 =1 ha) 12.0 6.6
4 | Pengusaha Pertanian (> 1 ha) 137 4.6
5 | Bukan Pertanian Golongan Rendah di 14.7 15.8
desa
6 | Bukan Angkatan Kerja di desa 3.0 4.8
7 | Bukan Pertanian Golongan Atas di desa 6.0 6.9
8 | Bukan Pertanian Golongan Rendah di o2 16.0
kota
9 | Bukan Angkatan Kerja di kota 1.5 5.4
10 | Bukan Pertanian Golongan Atas di kota 6.1 8.9

Sumber: Biro Pusat Statistik: Sistem Neraca Sosial Ekonomi Indonesia 2005
(Jakarta: Biro Pusat Statistik, 2005): 76.

Apakah stratifikasi masyarakat Indonesia cukup terbuka artinya
seseorang dapat mengalami mobilitas vertikal dari lapisan bawah ke tengah?
Atau apakah seorang anak di lapisan bawah dapat naik ke tengah atau atas?
Sebuah studi diJakarta menunjukkan bahwa seorang anak di lapisan bawah-
bawah atau pekerjaan ayahnya adalah tukang kemungkinannya untuk
mencapai lapisan tengah-atas (profesional dan manajer) adalah sepertujuh
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dibandingkan dengan seorang anak yang berasal dari lapisan tengah-atas.16
Studi lainnya menunjukkan bahwa stabilitas posisi atau ketertutupan sosial di
kota kota di Jawa Barat dan Jawa Timur cukup tinggi karena 86.4% anak yang
berada di lapisan bawah akan mewarisi pekerjaan ayahnya.'” Salah satu cara
untuk mobilitas vertikal bagi seorang anak di lapisan bawah adalah melalui
pendidikan tinggi yang dapat menjadi eskalator sosial ke lapisan menengah
atas. Namun suatu studi menunjukkan dari 40% rumah tangga dengan
pendapatan terbawah yang anaknya di perguruan tinggi hanya 2.67%
sementara 20% rumah tangga berpendapatan tertinggi anaknya yang berada
di perguruan tinggi adalah 33.9%.1®

Untuk mengatasi ketertutupan sosial diperlukan proteksi bagi anak-
anak di lapisan bawah dalam bentuk kuota di perguruan tinggi. Pada saat ini
telah ada Program Bea Siswa Bidik Misi yang diberikan pada keluarga yang
tidak mampu untuk kuliah diperguruan tinggi. Namun program ini perlu
diperluas kepada mereka yang berada di 40% terbawah dan kutanya bukan
hanya pada perguruan tinggi namun mulai dari SD, SMP dan SMA sehingga
mereka yang berbakat dapat terbantu dari kecil sampai dengan universitas.

Selain itu proteksi pada warga yang berada dilapisan bahwa dapat
dilakukan dengan program kepemilikan saham (ESOP) sehingga membantu
mereka masuk ke lapisan diatasnya. Pola ini pernah Pola NTUC di Singapura
menunjukkan bahwa serikat buruh dapat menjalankan usaha yang membantu
kualitas hidup mereka. Selain itu dengan pola ini akan meningkatkan
kemungkinan anak buruh untuk naik ke lapisan diatasnya. Demikian juga
untuk daerah yang kaya sumber daya alamnya nya (hutan dan tambang)
sebenarnya komunitas sekitarnya berhak mendapat manfaat melalui
BUMDesa atau Koperasi Komunitas. Selama ini pemberian konsesi Hutan
(HPH) dan Tambang (IUP) seringkali hanya dimonopoli oleh perusahaan dan
tidak melibatkan atau menginklusi kelompok warga di sekitar hutan dan
tambang. Usaha ekonomi bersama tidak terjadi dan hal ini akan
meningkatkan kesenjangan dan ketidakadilan bahkan konflik sosial.1?
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Selain itu untuk lebih mendukung keberadaan buruh dan petani
maupun sektor UKM perlu lebih didukung dan diinklusi dan dicantumkan di
konstitusi (UUD NRI 1945) yang dapat dilakukan dengan tiga cara yakni:*°

1.Inklusi Politik: dalam model ini golongan tertentu dicantumkan dalam
konstitusi atau diinklusi oleh partai politik. Di Indonesia pernah terdapat
model Kuota dalam lembaga politik parlemen seperti jatah bagi golongan
kecil yakni Cina (9 kursi), Arab (6 kursi) dan Eropa (3 kursi) dalam Konstitusi
RIS dan Sementara. Selain itu model pemberian kuota bagi golongan besar
yakni buruh dan petani (masing masing 15%) dalam KNIP oleh Presiden pada
tahun 1946.

2. Inklusi Ekonomi: Pola Pencantuman dimana mereka disebut sebagai
golongan golongan yang perlu diperhatikan seperti dalam Konstitusi Filipina
(1987) tanpa menjelaskan secara rinci kuota untuk mereka dalam bidang
politik atau ekonomi. Salah satu ayat dalam konstitusi Filipina menunjukkan
bagaimana buruh mendapat dukungan dari negara: “The State affirms labor
as a primary social economic force. It shall protect the rights of workers and
promote their welfare.”

3.Inklusi Sosial: Pola pencantuman dalam konstitusi seperti dalam berbagai
konstitusi yang sosiologis yakni dimana berbagai golongan telah dicantumkan
dan diakui dalam konstitusi. Sebagai contoh 73% konstitusi mencantumkan
kata “buruh” dan “perempuan” 50%. Pencantuman yang disertai dengan
kuota secara tegas terdapat di Konstitusi India dan Malaysia. India
mencantumkan kuota secara proporsional untuk bidang pendidikan
(universitas), birokrasi dan parlemen.

Inklusi Dalam Masyarakat

Rekomendasi Inklusi Sosial bagi golongan mayoritas di UUD ini perlu
diperluas dimana prinsip prinsip inklusi dan keterwakilan sosial perlu
diterapkan dalam masyarakat. Sebagai contoh prinsip inklusi dapat diterapkan
dalam berbagai UU dan Perda. Selain itu, pihak masyarakat perlu melakukan
inisiatif menerapkan inklusi sosial dalam berbagai AD-ART organisasi mereka.

Sebagai contoh, parpol dan ormas perlu mengamandemen AD-ART atau
10
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"konstitusi” mereka sehingga memberi perhatian dan kesempatan bagi
anggota organisasi mereka yang berasal dari golongan di lapisan bawah
(petani, buruh, sektor informal).

Perspektif Sosiologi Transformatif

Perdebatan mengenai keadilan sosial ini telah menghasilkan berbagai
pandangan subyektif yang beragam karena membahas apa yang dianggap
“baik” atau “buruk.” Subyek analisis ini merupakan masyarakat yang
dianalisis oleh ilmu kemasyarakatan dan humaniora yang berbeda dengan
obyek studi ilmu pengetahuan alam. Penjelasan dan penafsiran serta
konstruksi realitas masyarakat tersebut sangat kompleks dimana peran faktor
geografi, budaya, institusi sosial, serta pemimpinnya telah menghasilkan
keunikan keunikan sehingga tidak mudah untuk dilakukan generalisasi.

Namun terlepas dari perbedaan dalam aspek ontologi, epistemologi,
maupun axiologi, masalah keadilan sosial yang normatif ini telah menjadi
fokus ilmu sosial dan humaniora. Seringkali berbagai studi ilmu sosial dan
sosiologi hanya membahas deskripsi dan eksplanasi suatu gejala tanpa diikuti
dengan solusi atau rekomendasi kebijakan. Sebagai perbandingan studi dalam
ilmu politik pada saat ini semakin memberi perhatian pada solusi yakni
“demokratisasi” yang dapat berupa berbagai usulan seperti perubahan
sistem pemilu (distrik atau proporsional), pemerintahan (presidensil atau
parlemen). Dalam hal ini “demokratisasi” telah dianggap “universal” dan
berlaku di setiap negara yang akan mencapai kemajuan dalam bidang politik.
Sosiologi yang mencakup beragam teori, perspektif dan fokus baik pada
tingkat mikro, meso maupun makro masalah keadilan sosial perlu mendapat
perhatian lebih besar karena sangat kuat kaitannya dengan kualitas
kemasyarakatan dan kemanusiaan. Tentu terdapat berbagai pihak yang tidak
setuju dengan pentingnya keadilan sosial maupun demokrasi, namun para
ilmuwan sosial dan kemanusiaan telah dituntut untuk semakin
mengembangkan konsep, indikator, teori dan model yang relevan dan sensitif
pada keragaman masyarakat. Sosiologi diharapkan dapat berfungsi dalam
bidang akademik (professional), kebijakan (policy), kritis (critical) dan publik
(public).?*
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Sosiologi seperti apa yang dapat lebih memperkaya analisis sosiologi
dan sosiolog sehingga menawarkan solusi, selain deskripsi dan eksplanasi
suatu masalah. Berkaitan dengan hal ini perlu dikembangkan Perspektif
Sosiologi Transformatif yang membahas bukan hanya analisis deskriptif dan
eksplanatif melainkan memberi solusi agar terjadi transformasi sosial,
khususnya keterbukaan stratifikasi masyarakat. Dalam proses ini para warga
yang berada di strata bawah (petani, pekerja, sektor informal) dapat naik ke
strata tengah dan atas. Proses ini merupakan salah satu aspek Keadilan Sosial
sehingga mencegah masyarakat “semi-kasta.”

Dengan demikian, analisis dan kebijakan berbagai gejala sosial di
Indonesia  seperti demokratisasi, amandemen konstitusi, ideologi,
desentralisasi, dan pembangunan komunitas perlu dilihat sejauhmana dapat
mengadilkan masyarakat atau meningkatkan keterbukaan stratifikasi. Jika
keadilan telah tercapai maka hubungan sosial dasar (Basic social relation)
dalam masyarakat akan menjadi baik karena: pertama, terjadinya trust, kohesi
dan solidaritas serta rendahnya iri dan cemburu sosial antar kelompok vetikal
dan juga horizontal dan regional; kedua, berlakunya kompetisi (nasional dan
global) politik, ekonomi dan budaya yang fair karena telah ada rasa saling
percaya (trust); ketiga, terjadinya konflik yang realistik sebagai sarana untuk
melakukan koreksi (misalnya melalui pengadilan) dan transformasi hubungan
sosial (kebijakan publik). Proses yang terjadi pada ketiga bidang hubungan
sosial dasar ini akan menjadi modal dalam perjalanan masyarakat Indonesia
kedepan. Berikut ini akan dibahas bagaimana Perspektif Sosiologi
Transformatif dapat membantu berbagai studi untuk lebih meningkatkan
keadilan sosial.

Studi Stratifikasi yang Transformatif #

Salah satu bidang yang menjadi kekhususan sosiologi adalah
stratifikasi atau anatomi masyarakat secara vertikal dimana terjadi lapisan2
atas (atas-atas, atas-bawah); tengah (tengah-atas, tengah bawah) dan bawah
(bawah-atas dan bawah-bawah). Selama ini studi studi stratifikasi dan
mobilitas sosial seringkali hanya terbatas pada deskripsi (dengan indikator
status sosial ekonomi, baik yang obyektif, subyektif, atau reputasional) dan
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eksplanasi dengan teori-teori. Namun analisis stratifikasi ini hanya sampai
pada eksplanasi dan tidak disertasi dengan solusi bagaimana agar stratifikasi
menjadi lebih terbuka, misalnya dengan kuota bagi golongan yang berada di
strata bawah atau revisi dan amandemen UUD dan peraturan lainnya. Dengan
kata lain analisis stratifikasi masih terbatas pada aspek deskriptif dan
ekspalanatif namun belum solusi atau transformatf dimana stratifikasi akan
diubah menjadi lebih terbuka agar masyarakat menjadi lebih adil.

Konstitusi yang Transformatif 23

Konstitusi yang transformatif berarti konstitusi yang mendukung
perubahan sosial seperti pemberian kuota untuk golongan yang lemah agar
mengalami mobilitas vertikal. Pada awalnya konstitusi berfungsi untuk
membatasi monarki absolut yang diubah menjadi monarki konstitusional.
Selain itu konstitusi juag berfungsi melindungi negara beserta semua hak nya.
Pada awalnya konstitusi lebih bersifat politik (membahas supra struktur
seperti negara, pemilu dan melindungi HAM Warganegara) dan selanjutnya
diikuti dengan konstitusi ekonomi yang membahas masalah ekonomi dan
kesejahteraan sosial. Namun konstitusi juga dapat mengubah masyarakat
yakni menjadi konstitusi yang transformatif dan memberi kuota dan
kesempatan pada warga di lapisan bawah untuk mengalami mobilitas
vertikal. Konstitusi India memberi kuota pada kasta Paria, kelas terbawah dan
suku terasing serta kelas2 terbelakang lainnya. Demikian juga konstitusi
Malaysia yang memberi perlindungan pada golongan bumi putera dan orang
asli (Sabah dan Serawak). Sejauh ini keempat amandemen UUD 1945 masih
lebih bersifat restriktif yakni membatas kekuasaan presiden dan protektif
terhadap Hak Asasi Manusia.

Demokrasi yang Transformatif*

Sosiologi transformatif melihat bahwa produk dan proses
demokratisasi dapat mengubah struktur masyarakat menjadi lebih inklusif
dan representatif secara vertikal. Demokrasi memang merupakan suatu
tujuan tersendiri dimana masalah politik menjadi lebih beradab baik dalam
pemilihan wakil rakyat dan pemimpin maupun dalam pembuatan kebijakan.

13

Struktur Masyarakat..., Iwan Gardono Sujatmiko, FISIP Ul, 2015



Pada masa lalu masyarakat melakukan proses ini dengan kekerasan (bullet)
yang diganti dengan ballot boxes. Demokrasi seringkali dikaitkan dengan
checks and balances atau mekanisme koreksi atau “demokrasi korektif”
sehingga keadaan menjadi seimbang lagi. Namun demokrasi juga dapat
merupakan faktor yang dapat mengubah struktur masyarakat dengan
berbagai kebijakan sehingga stratifikasi menjadi lebih terbuka. Perspektif
Sosiologi Transformatif mengharapkan terjadinya Demokrasi Transformatif,
bukan hanya Demokrasi Korektif. Berbagai kebijakan politik (UUD, UU, Perda
dll) diharapkan akan menghasilkan transformasi sosial, bukan hanya
keteraturan politik (political order). Pada masyarakat berkembang (dengan
pola piramid dimana mayoritas berada di strata bawah) keterbukaan
stratifikasi sangat sulit sementara dalam masyarakat maju (belah ketupat
dengan mayoritas di strata tengah dan atas) saluran pendidikan dan
pekerjaan yang tersedia dengan cukup.

Desentralisasi yang Transformatif

Sosiologi transformatif juga dapat membantu melihat dan
memperbaiki proses desentralisasi yang seringkali diartikan sebagai “transfer
kekuasaan-kewenangan” dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Proses
ini dilihat sebagai dua pihak yakni pemerintah pusat dan pemerintah daerah
padahal ada masyarakat lokal sebagai pihak ketiga yang perlu mendapatkan
perhatian. Jika penekanan pada transfer kekuasaan-keweangan pada pemda
maka hal ini akan menghasilkan surplus kekuasaan-kewenangan seperti sejak
Otonomi Daerah. Pemda sebenarnya telah mendapat kekuasaan-kewenangan
yang besar pada era Orde Baru. Penambahan kekuasaan ini akan membuat
pemda semakin berkuasa dan meningkatkan jarak mereka dengan
masyarakat lokal. Seharusnya desentralisasi merupakan proses pemberian
kekuasaan dan kewenangan pada masyarakat juga sehingga dapat
mengimbangi pemda yang diperkuat. Pemberdayaan masyarakat ini dapat
dilakukan dengan menambah kekuasaan masyarakat dengan hak keterbukaan
informasi publik yang menuntut transparansi penyelenggaraan pemda (e-
budgeting, e-procurement). Dengan kata lain proses ini akan memberdayakan
masyarakat sekaligus mengurangi kekuasaan (disempowerment) pemda.
Desentralisasi kita berlaku sejak tahun 2001 namun UU KIP baru ada pada
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tahun 2010 demikian juga UU Desa pada 2015. Pemberdayaan masyarakat
dilakukan di Bolivia bersamaan dengan diberlakukannya desentralisasi atau
penguatan pemda.

Ideologi Pancasila yang Transformatif2

Ideologi dapat digunakan untuk mendukung status quo atau
melakukan transformasi sosial. Salah satu caranya adalah dengan membuat
indikator untuk mengoperasionalkan ideologi sehingga dapat diketahui
bagaimana pelaksanaan ideologi di masyarakat. Kelima sila ini dapat dilihat
masing-masing berada dalam satu kontinum yang meningkat derajatnya.
Dengan kata lain, Pancasila 'mempunyai potensi untuk melakukan
transformasi agar keberadaan ke 5 sila tersebut semakin membaik. Dalam hal
ini sila kelima menjadi sangat relevan dengan sosiologi transformatif karena
mendukung masyarakat yang semakin adil dan dalam hal ini ditandai dengan
stratifikasi yang lebih terbuka.

5.1. Pembangunan Komunitas yang Transformatif 2’

Pembangunan komunitas (community development) yang berada
disekitar tambang minerba seringkali hanya terbatas pada pemberian fasilitas
kesehatan, pendidikan, pemukiman atau development in the community.
Seharusnya sumber daya alam ini dapat menjadi . kesempatan untuk
melakukan transformasi sosial (development of the community) dimana
komunitas sekitar tambang mendapatkan saham (misalnya 10% sd 20%)
melalui BUMDes atau Koperasi Komunitas: Dengan Pembangunan Komunitas
yang transformatif ini maka komunitas akan naik kelas dari non-pemilik
menjadi pemilik saham. Dalam hal ini kapitalisme mejadi lebih inklusif, bukan
hanya terbatas pada swasta (dalam negeri dan asing) dan negara saja
(BUMN/D). Adanya penambahan hasil dari saham ini dapat membantu warga
untuk melakukan mobilitas sosial vertikal.
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Penutup

Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa:

Pertama, studi Sosiologi Indonesia perlu lebih meningkatkan
fokusnya pada masalah keadilan sosial yang sangat relevan secara empirik
dan ideologis. Studi sosiologis mengenai keadilan sosial perlu dilakukan
diberbagai daerah dan kelompok untuk melihat variasi gejala tersebut.

Kedua, struktur masyarakat Indonesia yang berbentuk piramid sulit
untuk mendukung mobilitas vertikal keatas yang merupakan ciri keadilan
sosial yang penting. Untuk mengatasi hal ini maka diperlukan proteksi berupa
kuota dilembaga pendidikan.

Ketiga, peran agen perubahan sosial baik di negara dan masyarakat
seperti ormas mempunyai peran penting dalam melaksanakan kebijakan
keadilan sosial.

Keempat, keberadaan ideologi mengenai keadilan sosial sangat
mendukung pelaksanaan keadilan sosial namun perlu pembumian antara lain
dengan menggunakan indeks-indikator agar lebih operasional sehingga
diketahui sejauhmana sila tersebut telah dilaksanakan oleh masyarakat..

Kelima, keadilan sosial berkaitan dengan redistribusi akses dan aset
sehingga seringkali mendapat tentangan.

Keenam, Perspektif Sosiologi Transformatif yang fokus pada mobilitas
vertikal dan keterbukaan stratifikasi mempunyai potensi untuk meningkatkan
keadilan sosial.
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Gus Dur, Separatisme dan Kerusuhan,” Suara Pembaharuan, 25 Juni
2001.

“Opsi untuk Papua,” Forum Keadilan, 2 Juli 2001.

Konferensi Nasional Pertama Kesejahteraan Sosial: “Konflik Sosial dan
Solusinya: Pengalaman Indonesia,” Jakarta, 24 Juli 2001.

“G.30.S dan PKL.” Suara Pembaruan. 30 September 2003.

“Sumpah Pemuda dan Nasionalisme.” Suara Pembaruan, 28 Oktober
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“Perdamaian dan Pembangunan di Aceh,” Seminar Nasional
Perdamaian dan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia, UNDP-
Bappenas, Jakarta, 1 November, 2004.
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